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Abstrak





Penghapusan Sistem kekhilafahan Turki Usmani oleh Mustafa Kemal Attaturk pada 1 Maret 1924 telah menggugah kesadaran umat Islam dari kejumudan (statisnya) untuk membahas kembali konsep kenegaraan dalam Islam. Segera setelah peristiwa itu terjadi muncul pro dan kontra di kalangan ulama tentang perlu-tidaknya umat Islam membentuk sistem pemerintahan dengan bentuk khusus, seperti Khialafah atau Imamah. Di dalam realistasnya, negara yang didirikan umat Islam sendiri berbeda-beda; ada yang mengambil bentuk kerajaan, seperti Saudi Arabia, disamping ada yang membawa bentuk demokrasi, seperti Negara Islam Iran, Negara Islam Pakistan, dan Negara Islam Sudan. Atas dasar itu, Piagam Madinah -sebagai bukti historis tentang keterkaitan antara agama dan negara- selalu aktual dan menarik dibicarakan, digali, dan diangkat implikasi serta implementasinya hingga saat ini. 
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1 Pendahuluan


Ketika dunia Islam berada dalam cengkraman kolonial barat, pemikiran kaum muslimin tentang kenegaraan seolah-olah terkunci. Akan tetapi, setelah berakhirnya sistim kekhalifahan Turki Utsmani dengan deklarasinya Republik Turki 1 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal Attaturk�, kaum muslimin mulai terbangun membicarakan konsep kenegaraan Islam, karena mereka sadar bahwa Islam tidak akan pernah terlihat kecuali kalau Islam tersebut hidup dalam sebuah negara yang menerapkan hukum-hukumnya, Islam tidak akan tampak hidup kalau tidak ada sebuah negara yang menerapkannya dalam segala aspeknya�. Di kalangan mereka mulai ramai dibicarakan tentang konsep ajaran Islam dalam hal ketatanegaraan dan pemerintahan secara komprehensif. Apakah umat Islam itu dituntut untuk mendirikan sebuah negara dan pemerintahan tersendiri dengan bentuk khusus seperti al-khilafah atau al-imamah? Bagi umat Islam yang berada dalam naungan sebuah negara dan pemerintahan yang tidak berdasarkan Islam, apakah diwajibkan untuk mentaatinya? Dan banyak lagi persoalan yang diperdebatkan dalam hal ketatanegaraan di kalangan mereka.


Pada periode berikutnya muncul Negara Islam dengan bentuk kerajaan seperti Kerajaan Saudi Arabia, kemudian disusul dengan bentuk demokrasi seperti Negara Islam Iran, Negara Islam Pakistan, dan Negara Islam Sudan. Keempat negara ini masing-masing memiliki sistim dan bentuk yang berbeda. Misalnya, Negara Saudi Arabia dengan bentuk kerajaan atau monarkhi tidak memiliki Undang-Undang Dasar, akan tetapi Undang-Undang Dasarnya itu langsung al-Qur’an dan al-Sunnah dan Syari’ah sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah syari’ah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasihat-penasihat hukumnya”�. Mereka beranggapan bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah bukan hanya sebagai dasar hukum, akan tetapi juga sebagai undang-undang. Pendapat lain memandang bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah itu hanya sebagai dasar hukum, disamping ada juga yang mengatakan, al-Qur’an dan al-Sunnah itu berfungsi sebagai undang-undang. Karenanya, negara Iran, Pakistan dan Sudan disamping menerapkan hukum-hukum al-Qur’an dan al-Sunnah, juga mereka memiliki Undang-Undang Dasar tersendiri.


Dalam pada itu, ungkapan Negara Islam di sebagian negara Muslim termasuk di Indonesia merupakan sesuatu yang kontroversial, bahkan merupakan momok yang sangat ditakuti. “Negara Islam diidentikkan dengan potong tangan bagi pencuri, hukum rajam sampai mati bagi orang yang berbuat serong, hukum dera bagi pemabuk dan semacamnya”.�


Islam bukanlah seperti yang ditakuti oleh mereka yang belum faham tentang Islam. Islam bukan “agama anti kemajuan”, juga bukan “agama teroris” sebagaimana digambarkan oleh kaum orientalis dan yang dituduhkan musuh-musuh Islam. Akan tetapi Islam adalah agama yang teduh, yang mengayomi seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dan hanya di bawah naungan Islamlah manusia dapat hidup dengan aman dan damai. Ini dapat dibuktikan dengan menengok sejarah Negara Islam pertama yang didirikan oleh nabi penutup, Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudahnya. 


Sepanjang kaum muslimin berada di wilayah Makkah di bawah pimpinan Muhammad SAW., mereka merupakan kelompok minoritas yang tertekan dan tertindas. Mereka tidak mampu melawan dan menentang kekuasaan Quraisy Makkah. Tetapi setelah hijrah� ke Yastrib, posisi umat Islam di bawah kepemimpinan Nabi SAW mengalami perubahan yang luar biasa, dalam waktu singkat mereka menjadi komunitas umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi pemimpin masyarakat yang baru dibentuk dan akhirnya menjadi suatu negara yang berdaulat. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh semenanjung Arabia. Sesampainya di Yastrib tahun 622 M, dalam rangka pembentukan suatu negara dan pemerintahan, Nabi segera membuat perjanjian tertulis dengan kelompok-kelompok masyarakat yang berada di wilayah itu. Perjanjian tertulis ini dikenal dengan sebutan shahifat, kitab atau mistaq al-madinah, yang biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Piagam Madinah.


Berbicara tentang ketatanegaraan dalam Islam, Piagam Madinah selalu menjadi sentral pembahasan, antara lain; hal-hal apa saja yang terkandung dalam Piagam Madinah itu? Komunitas-komunitas manakah yang terlibat dalam perjanjian tersebut? Apakah kedudukan Piagam Madinah itu dapat dijadikan sebagai konstitusi sebuah negara?


Ketiga pertanyaan tersebut tentunya memerlukan jawaban yang tidak sederhana, akan tetapi memerlukan penelitian dan pengkajian serta analisa yang mendasar, namun secara garis besarnya makalah inipun mencoba untuk menjelaskannya.





2 Isi dan Kandungan Piagam Madinah


Semenjak Nabi Muhammad SAW menetap di kota Yastrib, maka berdirilah sebuah negara dan pemerintahan Islam yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan Madinah al-Munawwarah.


Perubahan besar yang dicapai oleh Nabi dari periode Makkah ke periode Madinah, jauh sebelumnya sudah direncanakan dan ditata dengan baik, yang diawali dengan bai’at al-‘aqabah I  pada tahun 621 M, kemudian disusul dengan bai’at al-‘aqabah II� yang berlangsung pada tahun 622 M. Kemudian beberapa bulan setelah itu Nabi berhijrah dari Makkah ke Yastrib, setelah diawali terlebih dahulu dengan “fakta persekutuan”, bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan supaya saling menjaga dan melindungi keselamatan bersama, bahkan dalam baiat ‘aqabah yang kedua tergambar adanya penyerahan kekuasaan diri dari penduduk Yastrib kepada Nabi yang mereka akui sebagai pemimpin mereka. Dalam ilmu politik kedua bai'at itu disebut dengan “Kontak Sosial”, karena dianggap sebagai batu-batu pertama bagi pembangunan negara Islam”�.


Dalam menata kehidupan sosial politik Rasulullah SAW melakukannya melalui dua jalur. Pertama: Menata intern kehidupan kaum Muslimin, dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar secara efektif dengan ikatan keimanan. Kedua: Nabi mempersatukan antara kaum Muslimin dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis, suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Kemudian dari kedua perjanjian tertulis itu lahirlah sebuah konstitusi yang dikenal dengan Piagam Madinah.


Komunitas-komunitas yang terlibat dalam perjanjian sebagaimana tersurat dalam teks piagam tersebut adalah dari kaum muslimin yaitu kaum Muhajirin yang berasal dari suku Quraisy, kaum Anshar yang terdiri dari Banu Auf, Banu Saidat, Banu al-Harits, Banu Jusyam, Banu al-Najjar, Banu Amar ibn Auf, Banu al-Banit, dan Banu al-Aus, kaum Yahudi terdiri dari Banu ‘Auf, Banu al-Najjar, Banu al-Harits, Banu Saidat, dan Banu Jusyam, dan golongan Arab musyrik.


Di dalam shahih Bukhari Muslim, Abu Daud dan Ahmad ibn Hanbal, Piagam Madinah ini dikenal dengan sebutan “shahifah, al-Kitab atau watsiqah”. Pada perkembangan berikutnya para peneliti mengartikannya dengan perjanjian, undang-undang, konstitusi atau piagam. Mengenai isi piagam tersebut menurut Suyuthi Pulungan�, terdiri atas 47 pasal, yang secara garis besarnya memuat 14 prinsip, yaitu 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip perdamaian; 9) prinsip pertahanan; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip pelaksanaan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; dan 14) prinsip ketakwaan, amar ma’ruf dan nahi munkar.


Salim Ali al-Bahnasawi merincinya lebih detail lagi, bahwa Piagam Madinah itu memuat 69 Pasal atau butir�, sedangkan pasal-pasal tersebut apabila diklasipikasikan lagi terbagi kepada empat bagian; bagian pertama, menyangkut hak dan kewajiban kaum muslimin, bagian kedua, menyangkut hak dan kewajiban non muslim, bagian ketiga, tanggung jawab bersama antara kaum muslim dan non muslim dalam mempertahankan negara, dan bagian keempat, menyangkut persamaan hak dan kewajiban antara kaum muslim dengan non muslim dalam hal bela negara.


Zainal Abidin Ahmad merumuskan Piagam Madinah ke dalam 10 pokok dasar : (1) Menyatakan berdirinya negara baru (negara Islam) dengan warga (umat yang satu) yang terdiri dari orang-orang Muhajirin, Anshar, penduduk asli lainnya, dan Yahudi. (2) Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamanan dan perlindungan dari segala pembunuhan dan kejahatan. (3) Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan di kalangan kaum agama (Islam). (4) Mengatur masyarakat solider di setiap warga negara yang berbagai macam agamanya dan suku bangsanya itu. (5) Mempertahankan  hak-hak kaum minoritas, yaitu kaum Yahudi yang menjadi warga negara. (6) Menetapkan setiap warga negara terhadap negaranya, baik mengenai ketaatan dan kesetiaannya maupun mengenai soal keuangan. (7) Mengumumkan daerah negara dengan kota Madinah menjadi ibukota negara. (8) Menetapkan Nabi Muhammad sebagai kepala negara yang memegang pimpinan dan menyelesaikan segala soal. (9) Menyatakan politik perdamaian terhadap segala orang dan segala negara. (10) Menetapkan sanksi bagi orang-orang yang tidak setia kepada Piagam ini serta akhirnya memohonkan taufik dan perlindungan dari Tuhan terhadap negara baru ini�.


Menurut Munawir Sadzali, batu-batu dasar yang telah diletakkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan bernegara untuk bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah :


1.	Semua pemeluk Islam, meskipun dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas


2.	Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip:


(a)	Bertetangga baik; (b) Saling membantu dalam menghadapi msusuh beragama; (c) Membela mereka yang teraniaya; (d) Saling menasihati; dan (e) Menghormati kebebasan beragama�


Dengan demikian isi dan kandungan Piagam Madinah tidak hanya sebatas memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin, akan tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat non muslim. Piagam ini menjadi landasan utama Nabi SAW dalam rangka mempersatukan penduduk Madinah secara integral yang terdiri atas berbagai kelompok. Beliau tidak menciptakan persatuan hanya untuk orang-orang muslim secara eksklusif, terpisah dari komunitas-komunitas lain di wilayah itu. Akan tetapi ketetapan yang terkandung dalam Piagam Madinah itu menjamin hak semua kelompok sosial. Semua warga/penduduk memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, sosial, dan politik sehingga ia dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi dan para pendukungnya.


Rumusan-rumusan yang terkandung dalam Piagam Madinah tersebut merupakan produk dari pemikiran Nabi SAW sebagai ijtihad politiknya, bukan dari petunjuk wahyu, karenanya butir-butir dari Piagam Madinah itu bersifat temporer, dibuat untuk mengatur hubungan kemasyarakatan antara komunitas-komunitas yang ada di dalam kehidupan sosial politik pada waktu itu.





3 Piagam Madinah sebagai Knstitusi Negara


Kata Constitution yang diindonesiakan menjadi konstitusi, di dalam bahasa Arabnya dikenal dengan al-dustury� yang mengandung arti segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) atau undang-undang dasar suatu negara�. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap konstitusi harus tertulis. Dalam kepustakaan Belanda kata tersebut memiliki pengertian yang berbeda, yaitu undang-undang dasar biasa disebut dengan grondwet, sedangkan konstitusi adalah peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, sementara undang-undang dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Pada umumnya struktur pemerintahan di dunia dewasa ini bersandar pada undang-undang tertulis, akan tetapi sampai saat ini Pemerintahan Inggris masih diselenggarakan tanpa undang-undang tertulis�.


Abul ‘Ala al-Maududi menegaskan secara rinci tentang landasan konstitusi Islam itu  ada empat : Al-Qur’an al-Karim, al-Sunnah, berbagai konvensi al-Khulafa al-Rasyidun, dan ketentuan ahli hukum (fuqaha) ternama�.


Meskipun al-Qur’an merupakan hukum dasar dari sumber hukum, ia tidak dapat dipandang sebagai konstitusi seperti yang dikenal dalam kepustakaan politik. Ini disebabkan, selain berfungsi sebagai hukum dasar, konstitusi juga memuat unsur-unsur lain seperti struktur dan fungsi-fungsi politik, hubungannya satu sama lain, serta hak-hak kewargaan. Unsur-unsur seperti ini tidak terkandung secara eksplisit, tetapi dapat dirumuskan dari ajaran-ajaran politik yang terkandung di dalam al-Qur’an. Kesimpulan ini berimplikasi perlunya perumusan sebuah konstitusi bagi sistem politik Islami. Dengan begitu sistem politik tidak hanya mempunyai landasan “ideal dini”, tetapi juga landasan struktural operasional. Piagam Madinah merupakan contoh sederhana dari sebuah konstitusi sistem politik Islam�.


Majid Khadduri menegaskan bahwa setelah perjanjian segitiga, Muhajirin Anshar Yahudi, tampak bahwa perjanjian (treaty) itu lebih dari suatu perjanjian aliansi. Ia mengemukakan dua alasan berikut. Pertama, karena perjanjian itu suatu usaha Nabi untuk mengadakan rekonsiliasi antara suku-suku sebagai perjanjian persahabatan untuk meleburkan (fusi) semua unsur pertentangan suku-suku Arab di Madinah menjadi satu bangsa, dan perjanjian itu menjadi undang-undang negara Islam dalam tarap embrio (persiapan). Untuk itu Nabi bekerja keras menumbuhkan sikap loyal mereka kepada agama dan negara baru itu. Kedua, perjanjian itu untuk aliansi antara suku-suku Arab sebagai satu golongan dan suku-suku Yahudi sebagai satu golongan. Tapi setiap suku dari Yahudi adalah suatu bangsa dengan orang-orang yang telah beriman, sekalipun mereka (Yahudi) tetap dalam agama mereka�.


Muhammad al-Ghazali memandang perjanjian itu bernilai strategis bagi Nabi untuk mengembangkan risalahnya dalam menata hubungan manusia muslim dengan Tuhan dan hubungan sesama umat Islam di satu pihak serta hubungan umat Islam dengan non-Muslim di pihak lain. Dalam pada itu kaum Yahudi dan penyembah berhala tetap dalam agama dan keyakinan mereka, dan mereka boleh tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat Madinah�. Piagam itu dibuat untuk memberi kebebasan semua golongan. Piagam itu memberikan perlindungan kepada semua golongan, menjamin kebebasan berpendapat dan kehendak umum. Nabi juga memberikan kebebasan kepada orang-orang Kristen di Najran mengamalkan ajaran agama mereka.


Butir-butir yang terkandung dalam Piagam Madinah, yang pada mulanya lahir dari pernjanjian-perjanjian antara beberapa golongan : Muhajirin- Anshar - Yahudi dan para pendukungnya bersama Nabi, maka Piagam Madinah adalah sesuatu bentuk konstitusi bagi Negara Madinah, karena mengandung prinsip-prinsip yang mangatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik dalam rangka terbentuknya suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan bagi penduduk Madinah yang majemuk itu. Ini sejalan dengan pengertian bahwa konstitusi merupakan sebutan bagi keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang sifatnya mengikat dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu masyarakat.  





4 Kesimpulan


   Dari uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :  


1. Piagam Madinah adalah hasil pemikiran Nabi SAW sebagai wujud ijtihad politiknya dalam rangka menyatukan dan mengatur hubungan kemasyarakatan antara komunitas-komunitas yang ada di wilayah Madinah. Butir-butir yang terkandung di dalamnya terdiri atas pasal-pasal yang mengandung prinsip-prinsip kehidupan bernegara, di antaranya : prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya, prinsip bela negara (pertahanan) bersama, prinsip musyawarah dan keadilan, prinsip menegakkan hukum, dan prinsip kepemimpinan.


2. Komunitas yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah kaum Muhajirin yang berasal dari suku Quraisy, kaum Anshar yang terdiri dari delapan suku, Kaum Yahudi yang terdiri dari lima suku, dan Arab musyrik sebagai penduduk asli di wilayah Yastrib yang belum memeluk agama Islam.


3.	Melihat dari pengertian konstitusi sebagai sebutan bagi keseluruhan peraturan dasar yang tertulis dan tidak tertulis, yang sifatnya mengikat dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu masyarakat, maka Piagam Madinah adalah bentuk konstitusi bagi suatu Negara Madinah karena mengandung prinsip-prinsip yang mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik dalam rangka terbentuknya suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan bagi penduduk Madinah yang cukup beragam.


------------------
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